KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR
NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang

. a.

b.

C.

TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan Pasal I angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa pada Pasal
176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut diantara ayat
(1) dan ayat (2) ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 176 ayat (1a)
yang berbunyi bahwa dalam hal Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara pada saat melakukan penghitungan suara
menemukan pemberian tanda lebih dari satu kali pada kolom nama
partai dan/atau kolom nomor calon dan/atau kolom nama calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota yang sama dan dalam partai politik yang sama,
suara tersebut dinyatakan sah dan dihitung satu suara;

bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku
secara mutatis mutandis untuk Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Luar Negeri dan Panitia Pemilihan Luar Negeri;

bahwa ketentuan pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dan ayat (la) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, diatur
lebih lanjut dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum;
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. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b serta

memperhatikan perkembangan keadaan, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Terhadap
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga
Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok
Penyelenggara  Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48
Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk Keperluan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
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16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2009;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan dan Dukungan
Perlengkapan Lainnya untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengadaan Spesifikasi Teknis Sampul Kertas yang
Digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2009;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga
Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;

: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN

2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN
2008;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SK/KPU/TAHUN
2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun
2009;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 3 Maret 2009;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAGI WARGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 2009.
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Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia

di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009,

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 49 ditambah ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 49 ayat (1a), ayat (1b),

ayat (1c), dan ayat (1d) berbunyi sebagai berikut :

(1a)

(1b)

“Pasal 49

Suara dianggap sah dalam bentuk tanda pemberian suara tanda silang (X) atau tanda
garis datar (—) atau tanda centang (V) atau sebutan lainnya tidak sempurna (/) atau (\)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan apabila :

a. titik pertemuan tanda silang (X) harus berada pada kolom nama partai politik atau
kolom nomor urut calon atau kolom nama calon;

b. tanda garis datar (—) harus berada pada kolom nama partai politik atau kolom
nomor urut calon atau kolom nama calon;

c. titik sudut tanda centang atau sebutan lainnya tidak sempurna (/) harus berada
pada kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama
calon;

d. titik sudut tanda centang atau sebutan lainnya tidak sempurna (\) harus berada
pada kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama

calon.

Dalam melaksanakan penghitungan suara, apabila Ketua KPPSLN menemukan bentuk
tanda pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lebih dari 1 (satu) kali pada kolom nama partai politik
dan/atau kolom nomor urut calon dan/atau kolom nama calon Anggota DPR yang
sama dan nama partai politik yang sama.

Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1b), suara pada surat suara

dianggap sah dan suaranya dihitung 1 (satu) suara.

Bentuk tanda pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dan ayat (1c),
ditetapkan apabila :

a. tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nomor urut
calon dan kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon;

b. tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nomor urut
calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon;

c. tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nama calon,
suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon;

d. tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon dan kolom nama calon,
suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon;

e. tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nama partai

politik yang sama, suaranya dianggap sah sebagai suara nama partai politik.”
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Pasal II
Untuk memudahkan dalam memahami dan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
ini, ketentuan perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga Negara Republik
Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun
2009, disusun dalam satu naskah.

Pasal 111

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2009

KETUA,
Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

..Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
. Kepala Biro Hukum

| | - \

W.S. Santoso
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